
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR 44 TAHON 2016 

TENT ANG 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUOAS POKOK, FUNGSI, 
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPA.NG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 5 Tahun 
201.6 tentang Pembentukan da.n Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata Kerja Dinas 
Sosia1, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Sidenreng Rappang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pernbentukan daerah-daerah Tingkat TT di Sulawesi 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014· tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601}; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pcrangkat Daerah [Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
Nomor 15 Tanun 201 f> tentang Pernbentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidcnreng 
Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2016 Nomor 15); 

MEMUTUSKAN : 

PERA'l'URAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS 
DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG 
RAPPANG. 

BABI 
KETEN';I'UAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengari: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang 
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sidenrcng Rappang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sidenreng 

Rappang. 
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Kcpendudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. · 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Sidenreng Rappang. 

7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas 
jabatan. . , 

8. Pungsl aclalah 'peheLjaan yang merupakan peqjabaran. 
dari tugas pokok. 

9. Uraian tugas 'actalah paparan atau bentangan atas 
semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok 
yang dilakukan pemegang jabatan. 



BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

( 1) Susunan Organisasi Dina s, terdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 

1. Sub Bagian Perencanaan 
2. Sub Bagian Kcuarigan · 
3. Sub Bagian Umum clan Kepcgawaian 

c. Bidang Penanganan Fakir Miskin chm Rehabilitasi Sosial; 
1. Seksi Penanganan FakirMiskin: 
2. Seksi Rehabilitasi Sosial, Napza, Tuna sosial dan Korban 

Perdagangan Orang; 
3. Seksi Rehabilitasi Sosial.Annk, Disabilitas dan Lanjut Usia. 

d. Bida.ng Pernberdayaan , Perlindungan dan .Jarninan Sosial: 
1. Seksi Pembcrdayaan Kornunitas Adar Tcrpencil (K..I\T), 

Kelembagaan Sosial dan Potensi Kesejahteraan Sosial; 
2. Seksi Perlindungan Sosial Karban Bencana; 
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanun dan 

Restorasi Sosia I. 
e. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk: 

1. Seksi ldentitas Pcnduduk; 
2. Seksi Pinclah Datang Pendudu k; 
3. Sekis Pendataan Penduduk 

f. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 
l. Seksi Kelahiran; 
2. Seksi Perkawinan dan Perccraian; 
3. Seksi Perubahan Status 'Anak, Pewarganegaraan dan Kernarian. 

g. Bidang Pengelolaan lnformasi Administraei Kependudukan dan 
Pernanfaatan Data 
1. Seksi Pengolahan dan Pcnyajian Data; 
2. Seksi Kerjasama dun Inovasi Pclayanan; 
:3. Seksi Sistem Informasi Adrninistrasi Kependudukan; 

h. Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan eusunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

· BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 

Dinas Sosial, Kcpendudukan dan' Pencatatan Sipil berkeduduka n eebagai 
unsur palaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui 
Sekretaris Daerah. 



BAB IV 
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 4 

( 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mernbantu Bupati da.lam 
menyelenggarakan Urusan Pernerintahan di bidang Sosial, Adrninistrast 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah 
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pernerintah Daerah. 

(2) Kepala Dinas dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) rnenyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan urnsan pemerintahan bidang Sosial, 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
b. pelaksanaan kebijakan urusan pernerintahan bidang Sosial, 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 

Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
d. pelaksanaan administrasi Dir.as sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. pelaksanaan fungsi lain yang d iber'ik.arr oleh Bupati sesuai dcngan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berikut : 
a. merumuskan program kerja Dtrrras Sosial, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas: 

b. merurnuskan Rencana Anggarari Satuan Kerja Dinas Sosial, 
Kependuriukan dan Pcncatatan Sipil; 

c. mernantau, membina, clan mengawasi serta mengevaluasi 
pelaksanaan tugas dalarn lingkup dinas; 

d. rnengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan 
berdasarkan tugas pokok dan fu.ngsi agar pekerjaan dapat berjalan 
la near; 

e. mengoordinasikan pelak.sanaan kegiatan Dinas kepada sctiap 8KPD 
yang terkait untuk mendapatkan masukan, inforrnasi agar diperoleh 
hasil kerja yang optimal; 

f. rnelakukan penilaian terhadap ha.sil clan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKPt 

g. mengorcksi, rne m a ra f da.n/ata1.i mcnandarangant riaskan dmas 
sesuai dengan peraruran tata naskah dinas yang berlaku; 

h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
1. meru muskan kebijakan teknis pcnyelenggaraan pengembangan 

pengelolaan administrasi umurn, ketatalaksanaan, kepegawaian, 
perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan; 

.i. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan sosia) KAT; 
J. meru.muska..n kebijakan dan fasilitasi pelaksariaan pendataan K.AT; 
k. mernbcrikan izin pengumpulan surnbangan dalam Daerah; 
L mengoordinasikan dengan instansi terkait masalah sumbangan 

sosial dan pengumpulan data; 
m. melakukan monitoring clan evaluasi izin sumbangan sosial; 



n. rnelakukan analisis dan identifikasi kebutuhan pengelolaan surnber 
dana bantuan; 

o. melakukan perurnusan · kebijakan daerah dibidang sosial. 
admrustraei kependudukan dan pencatatan sipil; 

p. melaksanakan pengcmbangan poiensi surnher kesejahteraan sosial 
Dae rah; 

q. merumuskan kebijakan di'. bidang pekerja sosial dan pekeja sosial 
rnasyarakat; 

r. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pekerja sosial 
dan pekerja sosial masyarakat; 

s. menerbitkan tanda daftar LI<S Kabupaten; 
t. melaksanakan Lernbaga Konsultasi Keseiahteraan Keluarga i_LK3J 

yang wilayah kcgiatannya di Daerah; 
u. memberikan rekornendasi LK3 berbasis Masyarakat; 
v. merumuskan kebijakan dibidang LK3 clan peduli keluarga; 
w. melakukan monitoring· clan evaluasi lembaga konsultasi 

kescjanteraan keluarga dan peduli keluarga; 
x. pengadaan sarana daan prasarana 11<3 di Daerah; 
y. pemulangan warga negara migran korban tindak kekcrasan dari 

titik debarkasi di Dacrah untuk dipulangkan ke Deee /Kelur-ahan 
asal; 

z. melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas 
korban penyalahgunaan NAPZA clan orang dengan Human 
Irumunodeficiency Virus/ Acquired lmrmrno Deficiency Syndrome 
yang Lidak rnemerlu kan rehabilitasi sosial pada panti clan 
rehabilitasi sosial anak; 

aa. merurnuskan kebijakan dan fasilitasi pclaksanaan perlindungan 
dan rehabilitasi sosial; 

bb. melaksanakan koordinasi bidang rehabilitasi clan pelayanan sosial 
anak dan lanjut usia terlantar, penyandang tuna sosial scrta 
penyandang cacat; 

cc. merumuskan penyusunan program, petunjuk tcknis bidang 
rehabilitasi dan pelayanan .sosial anak dan lanjut usia terlaruar, 
penyandang tuna sosial sorta penyandang cacat; 

dd. melaksanakan pemeiiharaan anak-anak terlantar; 
ee. pendataan sasaran dan penilaian kelayakan penerima jaminan 

sosial; 
ff. melaksanakan pcrnbinaan bidang rehabititasi pelayanan sosial anak 

dan lanjut u sia terlantar, penyandang Luna sosial serta penyandang 
cacat; 

gg. melaksanakan pendataa.n dan pcngelolaan data fakir miskin lingkup 
Daerah; 

hh. rnenilai kelayakan teknis pencrirna banruan sosial; 
u. rneriyiaplcan per urnu san kebijakan penanganan fakir miskin; 
jj. melaksanakan penyedian kebutuhan dasar dan pemulihan trauma 

bagi korban bcncana Daerah; 
kk. melakukan pengelolaan Tarnan rnakam Pahlawan; 
11. melakukan pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan Daerah; 
mm. menerapkan standar operasional prosedur pemcliharaan Taman 

rnakam Pahlawan Daerah; 
nn. melaksanakan pelayanan penerbitan identitas penduduk; 
oo. melnkeariakan pelayarian pendaftaran perpindahan penduduk inter 

dan intra Daerah; · 
pp. melaksanakan pendaftaran perpindahan penduduk anuir Dacrah; 
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qq. melaksanakan pelayanan pendataan pengungsi dan penduduk 
rentan; 

rr. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian; 
ss. melaksanakan pelayanan perkawinan dan perceraian; 
tt. melaksanakan pencatatan pengangkatan, pengakuan dan 

pengesahan anak, perubahan dan pembatalan akta; 
uu. mernbcrikan pelayanan pericatatan pewarganegaraan; 
vv . melaksanakan pengelolaan inforrnasi adrrunistrasi kependudukan; 
vr», melakukan pengolahan data kependudukan; 
xx. melakukan kerjasarna kelembagaan pernanfaatan data dan 

dokumen kependudukan; 
yy. melaksanakan penyajian data kcpendudukan; 
zz. melakukan penyusunan profit kependudukan Daerah; 
aaa. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umurn clan 

ketarausahaan: 
bbb. mengoordinasikan pcrcncanaan program; 
ccc. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran; 
ddd. rnelakukan monitoring dan 'evaluasi pelaksanaan tugas-tugas dalarn 

lingkup Dinas; . 
eee. rnenyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kernenterian, 

lembaga pemerintah non kerncnterian, dan lembaga Iainnva dalam 
rangka penyelcnggaraan urusan bidang Sosial. Kependud ukan dan 
Pcncatatan Sipil; . 

fff. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan 
Dirra s; 

ggg. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
mcmberikan saran pertirnbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; clan 

hhh.menyelenggarakan t ugas kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
sesuai dengan bidang t11gas�ya. 

Bagian Kedua 
Sekretaris 

Pasal 5 

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan 
sorta mernberikan pelayanan administrasi urnurn, kcpegawaian, lvukurn, 
kcuangan dalarn lingkungan Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoorclinas.ian petaksenaan tugas dalam Iingkungan Dinas; 
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan; 
c. pengoordinasian urusan umurn dan kepegawaian; 
d. pengoordinasian pengelolaan adrninistrasi keuangan; dan 
c. pelaksanaan fungal lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagairnana dimakaud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berilcu t : 
a. menyuaun rencana kcgiatan Sekretartat sebagai pedornan dalam 

pelaksanaan t ugas; 
b. mendistribusikan clan rnemberi pctunjuk pclaksanaan tugas 

sehingga berialan lancar; 



c. memantau, mengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkernbangan 
pelaksanaan tugas; 

d. melaku kan penilaian terhadap hasil dan prestasi kcrja bawahan 
sesuai Sasaran Kcrja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, . mengoreksi, mcmaraf dari/utau 
rnenandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalarn lingkungan Dinas 

sehingga terwujud koordirrasi, sinkronisasi clan integrasi 
pelaksanaan kegiatan; 

h. mengoordinasikan clan rnelaksanakan penyusunan perencanaan, 
pengendalian, dan evaluasr serta pelaporan kineria dan pelaporan 
keuangan Dinas; 

1. merigoordinasikan penyusunan Staridur Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerinr.ahan di lingkup Dinas; 

J. melaksanakan dan mcngoordinasikan perencanaan pengadaan 
barang Dinas; 

k. melaksariakan pengadaan barang kcbutuhan dinas: 
l. me1aksanakan pengelolaan adrninistrasi pengadaan. pemeliharaan 

dan penghapusan barang; 
m. rnengoordinasikan clan melaksanakan pelayanan administrasi 

urnum, kepegawaian clan hukum: 
n. mengoordinasikan dan melaksanakan pclayanan ketatau sahaan: 
o. mengoordinasikan dan melaksanakan u rusan rumah tangga Dinas; 
p. melaksanakan dan mengoordinaeikan pelayanan adrniniatrasi 

' keuangan; 
q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan orgarusasi dan 

tatalaksana; 
r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan; 
s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan 

keprotokolan; 
t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengurnpulan, pengolahan. 

penyajian data dan inforrnas: serta fasilirasi pelayanan inforrnasi: 
u. menyusun laporan hasil pelaksariaan tugas Sekretaris da.n 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebiiakan; dan · 

v . melaksariakan tugas kedinasan lain yang diperiruahkan atasan 
scsuai dengan bidang tugasnva. 

Pasal 6 

( 1) Sub Bagian Perencanaan 
mempunyai tugas pokok 
penyusunan perencanaan, 
penyuaurian laporan. 

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
ml;,:ngumpulkan bahan dan melaku kan 
penyajian data clan informasi, serta 

(2) Tugas pokok scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebazai 
berikut : 
A. menyusun rencaria kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai 

pedorna n da lam pe'la koarinnri rugao; 
b. mendietribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan Iancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

lingkungan Sub Bagiari Perencanaan untuk 
perkernbangan pelaksanaan tugas; 

tu gas f18 la m 
mengetahui 



d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kcrja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai(SKP); 

e. menyusun rancangan, mcngorcksi, memaraf clan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang t.ugasnya; 
g. mengoordinasikan, rnenyiapkan bahan dan melakukan penyusunan 

perencanaan program kegiatan clan anggaran; 
h. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program clan 

kegiatan Dinas; 
1. menyiapkan bahan clan inelakukan pemantauan dan evaluasi 

kinerja; 
J. mengumpulkan bahan dan menyu sun laporan kinerja Dinas; 
k, mcngurnpulkan bahan dan rncnyusun Standar Operasional Prosedur 

adrninistrasi pemerintahan di lingkup Dinaa; 
1. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian 

Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada aiasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan rnelakukan 
pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan dan pengelolaan asset 
dan pengadaan barang dinas .. 

(2) Togas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keu ariga n sebagai pedornan 

dalam pelaksanaan tugas; 
h. mendistribusikan clan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugas 

schingga bcrjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetah ui perkernbangan 
pelaksanaan tugas; 

d. rnelakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, mema.raf dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengumpulkan bahari, mengoordinasikan, dan mcnyueuri rcricana 

kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan a.nggaran 
Dinas; 

h. mengumpulkan bahan, menyusuu, dan merigelola administrasi 
keuangan Dinas; ' 

1. melakukan verifikasi kelengkapan adrninistrasi penatausahaan 
keuangan Dinas; 

J. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan 
penerimaan keuangan; 

k. menyiapkan bahan dan menyusirn laporan keuangan; 
I. menyusun rcalisasi perhitungan anggaran; 
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; 
n. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 

laporan hasil perneriksaan keuangan; 



o. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengaclaan bararig dinas; 
p. menyiapkan baha n dan menyusun adrnimstrasi pengadaan, 

pendisiribusian, pcrneliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang; 

q. rnenyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta 
menyusun laporan barang inventaris: 

r. menyusun laporan haeil pclaksanaan tugas Kepala Sub Bagian 
Keuangan dan mernberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan keb:ijakan; 

s. melakuka.n tugas kediriasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

· Pasal 8 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
yang mempunyai tugas pokok mengurnpulkan bahan dan mclakukan 
urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administra si 
kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kcgiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lanca.r; 
c. memantau, rncngawasi dan rnengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 

lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui 
perkem bangan pelaksanaan -tugas; 

d. melakukan penilaian ierhadap hasil dan prestasi kcrja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan , mengorcksi, rnemaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melakukan pengklasifikasian suJ·at menu rut jenisnya; 
h. melakukan adruinistrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk 

dan keluar; 
1. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas; 
j. melakukan, rnenyiapkan, clan me ngoordinasikan pengelolaan urusan 

rumah tangga Dinas: 
k. mengoordinasikan dan melakukan pengurnpulan, pengolahan, 

penyajian data dan informasr serta faailltasi pelayanan informasi; 
1. memperaiapkan clan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas, 

upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan; 
m. menyiapkan bahan, menghirnpun da n mcngelola data kehadiran 

pegawai; 
n. mengoordinasikan clan mcmfasilitasi administrasi surat tugas dan 

perjalanan dinas pegawai; 
o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan rnemfasilitasi kegiatan 

organisasi dan tatalaksana; 
p. menyiapkan bahan dan mengelola adrninistrasi kepegawaian; 
q. menyusun rcncaria kebu tu hari pengernba ngan sumber daya manu sta 

dilingkungan Dina s; 
r. menyiapkan bahan perurnusan kebijakan pernbinaan, peningkaian 

kompetensi, disiplin dan kesejahtcraan pegawai negeri sipil; 
s. menyiapkan bahan, rncnghimpun clan mengelola sistem informasi 

kepegawaian; 



t. menyiapkan bahan dan merigoordinasikan administrasi penyuaurian 
produ k hukum di lingkurigan Dinas; 

u. mengurnpulkan bahan, rncngoordinasikan dan rncnindaklanjuti 
laporan hasil pemeriksaan kcpegawaian; 

v. menyusun laporan hnsil pclaksanaan tugas Kepala Sub Bagian 
Urnum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan pcrurnusan kebijakan; dan 

v«. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Rehabilitasi Sosial 

Pasal 9 

(1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Rehabilitasi Sosial dipirnpin oleh 
Kepala Bidang y:ing mcmpunyai tugas pokok merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan opcrasional di bidang Penanganan Fakir Miskin 
dan Rehabilitasi Sosial. 

(2) Urituk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (t), Kepala 
Didang Penanganan fakir Miskin dan Rehabititasi Sosial mempunyai 
fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Penanganan 

Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Napza, Tuna Sosial dan Korban 
Perdagangan Orang, Rehabilitasi Sosial l\.nak, Dtsabilitas dan Lanjut 
Usia; -. 

b. pcnyiapan pelaksanaan kebijakart operasional di bidang Pcnanganan 
Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial. Napza, Tuna Sosial dan Korban 
Pcrdagangan Orang, Rehabilitasi Sosial Anak, Disabilttas dan Lanjut 
Usia; 

c. penyiupan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penanganan 
Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial. Napza, Tuna Sosial dan Korban 
Perdagangan Orang, Rehabilitasi Sosial Anak, Disabilitas dan Lanjut 
Usia; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Fakir 
Miskin, Rehabilltasi Sosial, Napza, Tuna Sosial dan Korban 
Perdagangan Orang, Rehabilitasi Sosial Anak, Disabilitas dan Lanjut 
Usia; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 
fungsinya. · 

(3) Togas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berik u I : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penanganan Fakir Miskin dan 

Rehabilitasi Sosial sebagai pcdoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistrtbusikan dan mcinberi petunjuk pelaksanaan rugas di 

lingkungan Bidang Pcnanganan Fakir Miskin dan Rehabilitasi Sosial 
sehingga berjalan lancar: 

c. mernantau, mengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Bidang Peria nga ria n Fakir Miskin dan Reb abilitaei Sosial 
untu k mengetahui perkembangan pelaksariaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
scsual Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, · rnengorcksi, rnemaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 



f. mengiku ti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyusun perurnusan kebijakan penanganan fakir rniskin: 
h. membimbing pelaksanaan pendataan fakir miskin lingkup Daerah 

dan sistern layanan serta rujukan tcrpadu; 
1. melakukan pernbinaan dan bimbingan teknis bidang rehabilitasi dan 

pelayanan sosial; . 
J. rnengkoordinasikan pemberian bantuan modal usaha untuk 

kebutuhan pokok agar dapat rnengurangi beban keluarga miskin; 
k. memberikan rekomcridusi kepada keluarga miskin untuk 

rnendapatkan bantuan subsidi dan pelayanan pendidikan dan 
kesehatan gratis bagi keluarga miskin; 

l. menyusun draft rurnusan kebijakan dan menyusun program, 
petunjuk teknis bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial anak 
terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang tuna sosial dan 
penyandang cacat; 

m. membirnbing pelaksanaan kegiatan pendampingan terhadap korban 
tindak kekerasan sehingga dapat keluar dari perrnasalahan yang 
dihadapi seperti stres dan trauma; 

n. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi dan 
pelayanan sosial bagi penyandang cacat tubuh, cacat netra, cacat 
rungu wicara, cacat mental dan cacat eks penderita penyakit kronis; 

o. memberikan lnformasi kepada warga negara tentang hak-hak scbagai 
warga negara un LUk kebutuhan pcrlindungan terhadap harkat dan 
martabat manusia; .. · 

p. membimbirig pelaksanaan Scsialisasi dan pendekatan tentang 
bahaya dan dampak yang ditirnbulkan penyalahgunaan Narkoba dan 
HTV / AIDS diseluruh lapisan masyarakat; 

q. merigkootdina.sikarr penyiapan sarana dan prasarana pemeliharaan 
anak-anak terlantar: 

r. mengkoordinasikan pern berian modal berupa bantuan usaha bagi 
anak yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk berusaha 
sesuai keterarnpilan yang dimiliki; 

s. melakukan pernbinaan terhadap Organisasi, Kelompok, Masyarakat, 
Keluarga dan Individu yang peduli terhadap permasalahan keluarga; 

t. melaksanakan bimhingan dan advokasi terhadap Anak yang 
berhadapan dengan llukum karena mengalarni kesulitan penyesuain 
diri yang rncnycbabkan melanggar hukun, sulit di didik da larn 
keluarga dan mernbahayakan orang lain; 

u. mengawasi pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap 
penyandang disabilitas secara fisik dan mental agar mcmiliki 
kepercayaan diri dan keterampilan untuk mampu mandiri clan tidak 
tergantung kepada keluarga dan orang lain agar tidak dipandang 
sebagai beban keluarga dan rnasyarakat; 

v. men.yusun Ie.por'u.n h .. rs il petulcsariaarr tuga s Kepala Uida.ng 
Penanganan Fakir Miskin dan Rehabilitasi Sosial dan memberikan 
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

w. melaksanakan lugas kedruasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 10 
' 

(l) Seksi Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok meriyiapkan pcrurnu san dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan bidang pcnanganan fakir miskin. 



.. 
(2) Togas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatas uraikan 

sebagai beriku t : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan rnernberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Penanganan Fakir Miskin sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

Iingkungan Seksi Penanganan Fakir Miskin untuk mengetahui 
perkernbangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan pcnilaian tcrhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pcgawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, rnemaraf darr/ atau 
men.andatangani riaskah dinas; 

f. rnengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. rnenyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan fakir miskin: 
h. melakukan pendataan jurnlah fakir miskin di Daerah clan 

mengelornpokkan data fakir rniskin berdasarkan jenis pekerjaan dan 
kebutuhan; 

i. melaksanakan pernbcrian bantuan modal usaha untuk kebutuhan 
pokok agar rnengurangi beban keluarga miskin; 

j. menyiapkan bahan dan pedoman pernberian rekomendasi keluarga 
miskin untuk mendapatkan bantuan subsidi dan pclayanan 
pendidikan dan keseharnn gratis bagi kelu arga miakin ; 

k. mengumpulkan dan mengolah bahan/data penanganan fakir miskin; 
1. menyusun laporan hasll pelaksanaan tugas Kcpala Seksi 

Penanganan Fakir Miskin dan mernberikan saran pertirnbangan 
kepada atasan sebagai baha.n pcrurnusan kebijakan; dan 

m. melakukan tugas kedinasari lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 11 

( 1) Scksi Rehabilitasi Sosial, Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan 
Orang dipimpin oleh Kcpala Seksi yang mempunyai tugas pokok 
menyiapkan perumusan dan pclaksanaan kebijakan opcrasional. 
bimbingan tcknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang 
rehabilitasi sosial, napza, tuna sosia 1 dan korhan perdagangan orang. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial, Napza, Tuna 

Sosial dan Karban Pcrdagangan Orang sebagai pedornan . dalam 
pclaksanaan tugas; 

b. mendistribusika.n dnn mc1;1ui:ri pet urij uk pelaksariaan tugas ch 
lingkungan Seksi Rchabilitasi Sosial, Napza, Tuna Sosial dan Korban 
Perdagangan Orang sehingga berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan -mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial, Napza, Tuna Sosial dan Korban 
Perdagangan Orang untuk mengetahui perkembangan pclaksanaan 
tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kcrja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai {SKP); 

e. menyusun rancangan , mengoreksi, rnemaraf dan/atau 
rnenandatangam naskah dinas; 

f. mengi.kuti rapat-rapat sesuai dcngan bidang tugasnya; 



. ' .. 

g. rnenyiapkan bahan penyusunan draft rurnusan kebijakan dan 
menyusun program, petunjuk teknis bidang rehabilitasi nan 
pelayanan sosial anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang 
tuna sosial dan penyandang cacat; 

h. melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan 
sehingga dapat keluar dari permasalahan yang dihadapi scperti stres 
dan trauma; 

t. melaksanakan pernberikan bimhingan teknis penyelenggaraan 
rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi penyandang cacat tubuh , cacat 
netra, cacar rungu wicara, cacat mental dan cacat eks penderiia 
penyaki.t kronis; 

J. memberikan Inforrnasi kepada warga negara tentang hak-hak sebagai 
warga negara untuk kebutuhan perlindungan terhadap harkat clan 
martabat manusia; 

k. melakukan Soeialisasi dan pendekatan tentang bahaya dan dampak 
yang ditimbulkan penyalahgunaan Narkoba dan HIV/ AIDS diseluruh 
lapisan masyarakat; 

1. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Rehabilitasi 
Sosial, Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dun 
memberikan saran pcrtimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperint.ahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 12 

(1) Seksi Rebabilitasi Sosial Ariak, Disabilitas dan Lanjut Usia dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang rncmpunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan opcrasional, birnbingan teknis, pemaniauan dan 
evaluasi serta pelaporan bidang rehabilitasi sosial anak, disabilitas dan 
lanjut usia. 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatas diuraikan 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Rehabihtasi Sosial Anak, Disabilitas clan 

Lanjut Usia sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas: 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Rehabilitasi S6sia1 Anak, Disabilitas dan Lanjut Usia 
sehingga berjalan lancar; 

c. mernantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Rehabilitasi Sosial Anak, Disabilitas dan Lanjut Usia 
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; ' 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pcgawai (SKPJ; 

e. menyusun rancangan, rnengoreksi, memaraf dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

I, mengikuti rapat-rapat sesuai ,dengan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan sarana da.n prasarana pemeliharaan anak-anak 

terlantar; 
h. melaksanakan pendataan anak-anak terlantar yang ada di seluruh 

Dcsa/Kclurahan di Da e ra h ; ·. 
i. melaksanakan bimbingan clan pelatihan bagi anak terlantar agar 

dapai merniliki pengetahuan clan keterarnpilan agar dapat mandiri; 
j. melayani nemberian modal bcrupa banruan usaha bagi anak yang 

memiliki keinginan dan kemampuan unruk berusaha sesuai 
keterarnpilan yang dirniliki; 



. ., 14 � 

k. melakukan pernbinaan terhadap Organisasi, Kelornpok, Masyarakat, 
Keluarga dan Individu yang peduli terhadap pcrmasalahan keluarga: 

1. melaksanakan birnbingan dan advokasi terhadap Anak yang 
berhadapan dengan Hukum karena mengalarni kesulitan penyesuain 
diri yang rnenyebabkan melanggar hukun, sulit di didik dalam 
keluarga den mernbahayakan orang lain; 

m. meningkatkan dan memperkuat peran lanjut usia kcluarga dan 
masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayarian sosial l.anjut 
usia; 

n. melaksanakan bimbingan clan pembinaan terhadap penyandang 
disabilitas secara fisik dan mental agar memiliki kepercayaan diri dan 
keterampilan untuk mampu mandiri dan tidak tergantung kepada 
keluarga dan orang lain agartidak dipandang sebagai beban keluarga 
dan rnasyarakat; 

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Rehabilitasi 
Sosial Anak, Disabilitas dan Lanjut Usia dan mernberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 
dan 

p. melaku kan tugas kedinasan lain yang diperiritahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempat 
Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Pasal 13 

(1) Bidang Pernberdayaan, Perlindungan dan .Jaminan Sosial dipirnpin oleh 
Kepala Bidang yang mcmpunyai tugas pokok merumuskan dan 
melaksanakan kebija kan operasional di bidang Pemberdayaan 
Komunitas Adat Terpencil .. (KAT), Kclembagaan Sosial, Porerisii 
Ksejahteraan Sosial, Perfindurigan Sosial, Karban Bencana, 
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial. 

·, 
(2) Untuk melaksanaka n tugas sebagairnana dirnaksud pada ayar (1) diatas, 

Kepala Bidang Pernberdayaan, Perlindungan dan .Jarninan Sosial 
mernpunyai fungsi : 
a. penyiapan perumusan -, kebijakan operasional di bidang 

Pernberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kelembagaan Sosial 
dan Potensi Ksejahteraan Scsial, Pcrlind ungan Sosial dan Korban 
Bencana serta Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan 
Restorasi Sosial; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di biclang 
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KA.Tl, Kelernbagaan Sosial 
da.n Potcnsi Ksejahteraan ·sosial, Perlindungan Sosial dan Korban 
Bencana serta Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan 
Restorasi Sosial; 

c. penyiapan bimbirrgari tekriis dan supervisi di bidang Pem berdayaan 
Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kelembagaan Sosial dan Potensi 
Ksejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial dan Karban Bencana serta 
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; 

d. pernantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pernberdayaan 
Kornunitas Adat Terpencil ·(KATj, Kelembagaan Sosial dan Potensi 
Ksejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial dan Karban Bencana sert.a 
Kcpahlawanan, Kepeririti.san , Kesetiakawanan clan Restnrnsi Soi:;ial: 
dan 
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch atasan terkait tugas dan 
fungsinya, · 

(3) Togas pokok dan fungsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pcrnberdayaan, Perli . .ndungan 

clan Jarninan Sosial sebagai.pcdoman dalarn pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pclaksanaan tugas kepada 

Seksi sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, rnengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Pembcrdayaan, Perlindungan dan .Jaminan Sosial 
untuk rnengetahui perkernbangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi keria bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. rnenyusun rancangan, mengoreksi, memaraf d ... tn/atau 
menandatangani naskah dinas; 

I, mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyuaun draft rurnusan kcbijakan bidang pemberrlayaan, 

perlindungan dan jaminan sosial; 
h. rnembentuk forum kcordinasi .KAT tingkat Daerah; 
i. melakukan identifikasi pendataan dan penilaian kelayakan penerirna 

jarninan sosial; 
J. meelaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bidarig 

pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial; 
k. mengoordinasikan penanggulangan bencana Daerah dengan unit 

kcrja yang terkait dalarn rangxa perlindurigi sosial korban bencana: 
l. memberikan koneeling kepada rnasyarakat korban bencana sebagai 

bentuk pemulihan trauma pasca bencana; 
m. menyelenggarakan urusan kepahlawanan, keperintisan, 

kesetiakawanan dan restosi sosial: 
n. mernbina dan rnembimbing pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

kepahlawanan yang menumbuhkan rasa kebangsaan dan 
nasionalisme; 

o. rnenyusun laporan hasil pclaksanaan tugas Kepala Biclang bidang 
pernberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial dan rnemberikan 
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan , 

p. rnelaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah kan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 14 

(1) Seksi Pemberdayaan Kornunitas Adat Tcrpencil (KAT), Kelernbagaan 
Sosial d ari Potcn si Kcaojah teraem Sos1al dipimpin oleh Kepaia Seksi yang 
mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, bimbingan tcknis, pernantauan dan evaluasi serta 
pelaporan bidang pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), 
kelernbagaan sosial dan potcnsi kesejahteraan sosial, 

('.l) Tugas pokok sebagaimana dirriakaud pada ayat (I) rliuraikan sebagai 
berilcu t : 
a. menyusun rencana kegiatan Scksi Pemberdayaan Koruunitas Adat 

Terpencil (KAT), Kelcrnbagaan Sosial dan Potensi Kesejahteraan 
Sosial sebagai pedornan dalarn pelaksariaan tugas; 



b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 
lingkungan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), 
Kelembagaan Sosial dan .Potensl Kesejahteraan Sosial sehingga 
berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Pernberdayaan Kornunitas Adat Tcrpcncil (KAT), 
Kelembagaan Sosial clan·' Potensi Kesejahteraan Sosial untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyu sun rancangan, · mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan draft rurnu san kebijakan bidang pemberdayaan, 

perlindungan dan jarninan sosial; 
h. melakeanakan pendataan dan pemetaan Komunitas Adat Terpencil; 
1. mengumpulkan bahan dan rnateri pembentukan forum KAT tingkat 

Daerah; 
J. menyiapkan identifikasi, pendataan dan penilaian kelayakari 

penerima jaminan sosial; 
k. menyiapkan pelaksauaan pembinaan clan bimbingan teknis bidang 

pernberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial; 
I. menghimpun dan mengolah bahan pcrumusan kebijakan yang 

terkait dengan pernberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), 
kelembagaan sosial dan potensi kesejahteraan sosial; 

m. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Pernberdayaan Komunitas Adat Terpcncil (KAT), Kelembagaan Sosial 
dan Potensi Kesejahteraan Sosial dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perurnusan kebiiakan; 
dan 

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 15 

( 1) Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang rnempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan clan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pcmarrta uan dan 
evaluasi serta pelaporan bidang Perlindungan Sosial dan · Korban 
Bencana. 

(2) Tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. rnenyu su n rcncana .kegiaran Seksi Perlindungan Sosial dari Korban 

Bencana sebagai pedornan dalam pelaksanaan tugas; 
b, mendistribusikan dan memberi pctunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Perlindungan Sosial dan. Korban Bencana sehingga 
berjalan lancar; :·· 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Perlindurigan Sosial dan Korban Bencana untuk 
mengetahui perkernbangan pclaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhada.p hasil dan prestasi kerja bawahari 
seeuai Sasaran Kerja Pcgawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, ·' mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; .. 



g. rnenyiapkan pengadaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma 
bagi korban bencana Daerah; 

h. rnenyiapkan bahan. koordinasi penanggulangan bencana Dacrah; 
i. memberikan konseling kepada masyarakat korban bencana sebagai 

bentuk pernulihan trauma pasca bencana; 
J. melakukan Sosialisasi penanggulangan bencana mulai dari upaya 

sebelum terjadi bencana melalui pengurangan resiko, pada saat 
tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana; 

k. melakukan deteksi dini terhadap kejadian bencana melalui 
pengetahuan tent.ang gejala alam yang terjadi; 

l. mernbina dan mengoordinasikan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 
agar lebih terampil dalarn menghadapi situasi darurat bcncana; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Perlindungan Sosial dan Kurban Bencana dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 
dan 

n. rnelakukan tugas ked ina san lain yang diperintahkan atasan scsuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 16 

(1) Seksi Kepahlawanan, Kepcrintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Soaial 
dipimpin oleh Kepala Seksi yal}g mernpunyai tugas pokok menyiapkan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, 
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang kepah lawanan , 
keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. 

keBhinekaan clan 
melalui kebijaka n 
ruang-ruang dialog 

i. 

J. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, 

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebagai pedornan da larn 
pelaksariaan tugas; 

b. mendistrlbusikan clan rnernberi petunjuk pelaksanaan tugas di 
lingkungan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesctiakawanan dan 
Restorasi Sosial sehingga berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 
lingkungan Seksi Kepahlawanan, Kcperintisan, Kesetiakawanan dan 
Restorasi Sosial unruk rnengetahui perkernbangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SK.P); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat se su aiderigari bidang rugasnya; 
g. melaksanakan Pemeliharaan Tarnan Makam Pahlawan (TMPJ yang 

ada di Daerah sebagai wujud penghargaan nilai-nilai kejuangan 
secara berkala; 

h. melaksanakan pemugaran dan pernbangunan Taznun Mukarn 
Pahlawan (TMP); 
melaksanakan kegiatan-kegiatan kepahlawanan yang rnenurnbuhkan 
rasa kebangsaan dan nasionalisme; 
melaksanakan kcgiatan dalam mcmpcrteguh 
Memperkuat Restoraei Sosial Indonenesia 
memperkuat ke Bhinekaan dan rnenciptakan 
antar warga; 
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k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 
dan mernberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; clan 

1. melakukan tugas kodinasan Jain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Pelayanan rendaftaran Penduduk 

Pasal 17 

(1) Bidang Pclayanan Pendaftaran , Penduduk dipimpiu olch Kepala Bidang 
yang mempunyai tugas pokok · merumu skan dan melaksariakan 
kebijakan operasional di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. 

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 
b. Perumusan kebijakan teknis pendafraran penduduk; 
c. Pelaksanaan pernbinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pendaflaran penduduk; 
d. Pelaksariaan pelayanan pendaftaran penduduk; 
e. Pelaksanaan penerbitan dokurnen pendaftaran penduduk; 
f. Pelaksanaan pedokurnentasian hasil pelayanan pendaftaran 

penduduk; 
g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaft.aran penduduk. 
h , pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan o1eh atasan terkair tugas dan 

fungsinya. 
'' 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dan 
ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas: 
b. mendistribusikan dan memberi pet.unjuk pelaksanaan tugas kepada 

Seksi sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. rnelakukan pcnilaian tcrhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
rnenandatangani naskah din as; 

f. rncngtkuri rapat-rapat scsuat dcngan hidang t.uga srrya ; 
g. menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 
h, merumuskan kebijakan teknis pendaftaran penduduk: 
1. melaksanakan pernbinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pendaftaran penduduk; · 
J. melaksanakan pelayarian pendaftaran penduduk; 
k. rnelaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; 
1. medokumentasikan haail pelayanan pendaftaran pend udu k; 
m. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran 

pcnd uduk. 
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk dan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kcbijakan; dan 
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h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 18 

(1) Seksi ldentitas Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayarian dan penerbitan 
dokurnen pendaftaran penduduk, . . 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) diuraikan scbagai 
berikut: 
a. mcnyusun rencana kegiatan seksi Iderititas Pend uduk sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan seksi Identitas Penduduk sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan' 'mengevatuasi pelaksanaan rugas dalam 

lingkungan seksi Identitas Penduduk untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani riaskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan bahan penyusurian perencanaan pelayanan dan 

penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata 
penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu Landa 
penduduk elektronik, kartu identitas anak; 

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tekriis pelayanan clan 
penerbitan dokumcn pendaftaran penduduk meliputi biodata 
penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda 
penduduk elektroriik, kartu identitas anak; 

1. rnenyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 
pe1ayanan dan penerbitan dokumcn pendaftaran penduduk meliputi 
biodata penduduk, nomor induk kepcndudukan, kartu kcluarga, 
kartu tanda penduduk elektrcnik, kartu identitas anak; 

J. melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran 
penduduk melipuri biodata penduduk, nomor induk kependudukan, 
kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu iclentitas 
anak; 

k. melaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen 
pendaftaran penduduk; 

l. menyiapkan pengendalian clan evaluasi pelakaariaari pelayanan dan 
penerbitan dokurnen pendaftaran penduduk melipu ti biodata 
penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda 
penduduk elektronik, kartu identitas anak; 

m. menyu sun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ident.iras 
Penduduk dan rncmbcrikan saran pertimbangan kcpada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 19 

( 1) Seksi Pindah Datang Penduduk dipirnpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahun perencariaan, perurnusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan 
pelayanan pindah dat.ang penduduk. 

(2) Togas pokok sebagairnana dimaksud pada avat ( 1) diuraikan sebagai 
berikut : 
a. rnenyusun rencana kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk sebagai 

pedoman dalam pela ksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Pindah Datang Penduduk sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas daJam 

lingkungan seksi Pindah Datang Penduduk uniuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap basil dan prestasi kerja bawahan 
seauai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinae; 

f. mengikuti rapat-rapar sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah 

datang penduduk; 
h. menyiapkan bahan peru musan kcbijakan teknis pelayanan pindah 

datang penduduk; 
1. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan pindah datang penduduk; 
J. melaksariakan pelayanan pindah datang penduduk; 
k. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan 

pindah datang penduduk; 
1. menyu sun laporan hasil pelaksanaan tugas Kcpala Seksi Pindah 

Datang Penduduk dan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sceuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 20 

(1) Scksi Pendataan Pcnduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mernpu nyai 
tugas pokok membaritu Kepala Bidang dalam rnelakukan penyiapan 
bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
koordinasi serta pelaksanaaan pendataan penduduk. 

(2) Tugas pokok scbagaimnnu dirnak su d pada ayat ( J J diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan Penduduk sebagai 

pedoman dalarn pelaksanaan tugas: 
b. mendistribusikan dan mernberi pelunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Pendataan Pendudu k sehingga berjalari lancar; 
c. mcmarrtau, merigawaei clan mengevaluasi pela kaariaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Pendataan Penduduk untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas: 

d. rnelakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran l<eija Pegawai (SKP).; 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
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f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya: 
g. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaaan 

pendataan penduduk; 
h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaaan 

pendataan penduduk; 
menyiapkan pelaksanaan pernbinaan dan koordinasi pelaksanaaan 
pendataan penduduk; 

J. melakaanaakan pendataan pendudLLk; 
k. menyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaaan pendataan 

penduduk; 
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendataan 
Penduduk dan mernberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 
melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkari atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kenam 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Pasal 21 

(l) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam Melaksanaka.n 
penyiapan perurriusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 
pelayanan pen ca ta tan sipil. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang PeJayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: 
a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil; 
b. pcrurnusan kebiiakan teknis pencatatan sipil, 
c. pelaksariaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayana.n 

pencatatan sipil; 
d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; 
e. pelaksanaan penerbitan dokumen pcncatatan sipil; 
f. pelaksanaan pedokumentasian basil pelayanan pencatatan sipil; 
g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencat.atan sipil. 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

(3) Togas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berikut : · 
a. menyusun rencaria kegiatan Bidang Pelayannn Pencatatan Sipil 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistrihusika.n dan rnemberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

seksi-scksi di lingk up Bidang Pelayanan Pencatata.n Sipil sehingga 
bcrjalan Iancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil untuk mengetahui 
perkernbangan pelaksanaan tugas: 

d. rnelakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahari 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. rnenyusun rancangan, mengoreksi, memaraf da.n/atau 
menandatangani naskah dinas: 

f. mengikuri rapat-r-apat scs'uai dengan bidarig tugasnya; 
g. menyusun perencanaan pelayanan pcncatatan sipil; 
h. merumuskan kebijakan teknis pencatata.n sipil; 

l. 

1. . 

m. 
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1. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 
pencatatan eipil; 

J. melaksanakan pelayanan pencatatan sipil; 
k. mcncrbitkan dokurnen pencatatan sipil; 
1. melaksanakan pedokumcntasian hasil pelayanan pencatatan sipil; 
m. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil. 
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan pcrumusan kebijakan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 22 

(1) Seksi Kelahiran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bidang dala.m Melakukan penyiapan bahan 
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi 
serta pelaksanaan pelayanan pcncatatan kelahiran. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( l] diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelahiran sebagai pedornan' dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. mendistribueikan dan mcmberi pctunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Kelahiran sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Kelahiran untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai {SKP); 

e. menyusun rancangan, ·. rnengoreksi, mernaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan bahan penyusunan percncanaan pelayanan pcncatatan 

kelahiran 
h. menyiapkan bahan perumu san kebijakan teknis pelayanan 

pencatatan kelahiran 
1. menyiapkan pelaksanaan pernbinaan clan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan pencatatan kelahiran 
J. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran 
k. melaksanakan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan 

kelahiran 
1. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan pencatatan kelahiran 
o. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelah iran 

dan memberikan saran pertim bangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; clan 

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
' dengan bidang tugasnya. 



Pasal 23 

( 1) Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mernpunyai tugas pokok rnembantu Kepala Bidang dalam melakukan 
penyiapan bahan pcrencanaan, pcrurnusan kebijakan teknis, pernbinaan 
dan koordinasi serta pelaksanaaan pelayanan pencatatan perkawinan 
dan perceraian. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
bcrikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perkawinan dan Perceraian 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

Iingkungan Seksi Perka,virian dan Perceraian sehingga berjalan 
lancar; 

c. mernantau, mengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Perkuwinan dan Perceraian untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tu gas; 

d. .melakukan penilaian terhadap hasil clan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, rnemaraf dan/ a tau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya: 
g. rnenyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan 

perkawinan dan perceraian: 
h. menyiapkan bahan perurnusan kebijakan teknis pelayanan 

pencatatan perkawinan dan perceraia.n; 
1. menyiapkan pelaksanaao pembi.naan dan koordinasi pelaksariaan 

pencatatan perkawinan dan perceraian; 
j. melaksanakan pelayanan pencatatan pencatatan perkawinan dan 

perceraian; 
k. melaksanakan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan 

perkawinan dan perceraian; 
l. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian; 
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perkawinan 

clan Perceraian dan mernberikan saran perumbangan kepada atasan 
sebagai bahan perurriusan kebijakan; dan 

o. melakukan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 24 

(1) Scksi Perubahan Status Ariak., -Pcwargarrcgaraan dan Kemat.ian d ip irn p i n 
oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok rnembantu Kepala 
Bidang dalam Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 
kebijakan teknis, pernbinaan dan koordinasi serta pelaksanaan 
pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, 
pengesahaan unak, perubuhan status kewarganegaruan dun pencutatan 
keruatian. 

Anak, 
dalam 

Perubahan Status 
sebagai pedoman 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diuraikan sebagai 
berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi 

Pewarganegaraan dan Kematian 
pelaksanaan tugas: 
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' ' 
b. mendistribusikan dan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugas di. 

lingkungan Scksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan 
Kematian sehingga bcrjalan Iancar; 

c. memantau, mengawasi dan- mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan 
Kematian untuk mcngetahui perkembangan pelaksariaan tugas; 

d , melakukan penilaian terhadap hasil clan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengorcksi, mernaraf dan/atau 
mcnandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dcngan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan bahan penyu sunan perericanaan pelayanan pencatatan 

pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan 
status kewarganegaraan dan kernatian; 

h. rnenyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan 
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pcngesahaan 
anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian; 

i. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak. pengesahaan 
anak, perubahan status kewarganegaraan dan kernatian; 

J. melaksanakan pelayanan pencaratan pencatatan pengangkatan 
anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status 
kewarganegaraan dan kernatian, 

k. melaksanakan pedokurnentasian hasil pelayanan peucatatan 
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak , pcrubahari 
status kewarganegaraan dan kematian; 

l. menyiapkan bahan pengcndalian dan evaluasi pelaksanaan 
pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, 
pengesahaan anak, peru bahan status kewarganegaraan dan 
kematian; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perubahan 
Status Anak, Pewarganegaraan dan Kernatian dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan scbagai baha n perumusan kebijakan; 
dan 

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketujuh 
Bidang Pengelolaan Informast Administrasi Kependudukan 

Paaal 25 

(l) Bidang Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh 
Kep aIa Didang yung mernpu nyed tugtt::; pukok rnernbantu Kepala Drna s 
dalarn Melaksariakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolan informasi administrasi 
kependudukan. 

(2) U ntu k melaksanakan tu gas sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1), Kepala 
Bidang Pengelolaan Informa si Adminietrasi Kependudukan merrrpunyai 
fungsi: · 
a. Penyusunan perrmoana ari pengelolaan inforrnasi administrasi 

kependudukan yang meJ.iputi sistem informasi adrninistraai 
kependudukan, pengolahan dan pcnyajian data kependu dukan serta 
tata kelola dan surnber daya manusia teknologi informasi dan 
kumunikasi; 



b. perumusan kehijakan teknis pengelolaan informaai adrninistraai 
kependudukan yang meliputi sistem informasi adrninistrasi 
kependu.dukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta 
tata kelola dan sumber daya rnanusia teknologi informasi dan 
komunikasi; 

c. pelaksanaan pernbinaan dan koordinasi pelaksanaan pengclolaan 
infonnasi administrasi kependudu kan yang meliputi sistem informasi 
administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data 
kcpendudukan serta tata kelola dan surnber daya manusia teknologi 
informasi dan kornunikasi; 

d. pelaksanaan pengelolaan informasi adrninistrasi kependudukan yang 
meliputi sistern informasi administraei kependudukan, pcngolahan 
dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan surnber daya 
manusia teknologi informasi dan komunikasi; 

e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan inforrnasi 
adrninistrasi kependudukan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 
fu ngsinya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berikut : · 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengclolaan lnformasi 

Adrninistra si Kependudukan sebagai pedornan dalarn pel-:ksruina.n 
tu gas; 

b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pclaksanaan tugas kepada 
seksi-seksi lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Adrninistra si 
Kependudukan sehingga berjalan lancar; 

c. mernantau, mengawasi dan' 'mengcvaluaai pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan untuk mengetahui perkernbangan pelaksanaan tugas; 

d. rnelakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai {SKP); 

e. rncnyusun rancangan, rncngoreksi, rnemaraf clan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f mengilruti rapat-rapat, sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyusun perencanaan pengelolaan inforrnasi adrninistrasi 

kependudukan yang meliputi sistern informasi adrninistrasi 
kependudukan, pengolahan "dan penyajian data kependudukan serta 
tata kelola dan surnber daya manusia teknologi informasi dan 
komunikasi; 

h. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan yang rneliputi sistem informasi adrninistrasi 
kependudukan, pcngolab an dan penyajian data kependudukan serr.a 
tata kelola dan surnber ctaya manusia teknologi tnformasi dan 
komuriikasi; 

1. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan 
inforrnasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi 
administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data 
kependudukan serta tata kelola dan sumber daya rna n usin telcnologi 
informasi dan komunlkasi; 

J. melaksanakan pengelolaan inforrnasi administrasi kependudukan 
yn.ng mcliputi siatem informasi administrusi kependudukan, 
pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan 
sumber daya rnanusia teknqlogi informasi dan komunikasi; 

k. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 
informaei administrasi kcpendudukan, 
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I. menyusun laporan hasil.. pelaksanaan tugas Kepala Bidang 
Pengelolaan Informasi Adrninistrasi Kependudukan dan memberikan 
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perurnusan 
kebijakan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya . 

• 
Pasal 26 

(1) Seksi Pengolahan dan Pcnyajian Data dipirnpin oleh Kepala Scksi yang 
mempunyai tugas pokok mernbantu Kepala Bidang dalam Melakukan 
penyiapan bahan perencanaan, perurnusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan koordinasi serta pelaksanaaan pengolahan dan penyajian data 
kependuduka.n. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan scbagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 

sebagai pedornan dalarn pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data sehingga berjalan 
lancar; 

c. rnemantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksariaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Pengolahah dan Penyajian Data untuk mengetahui 
perkembangan pclaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap ha sil clan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKPJ; 

e. rnenyuaun rancangan, ·: mengoreksi, mernaraf dan/atau 
menandatangani riaskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. rnenyiapkan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan penyajian data 

kepend udukan 
h. menyiapkan bahan perencanaan dun perumusan kebijakan icknis 

pengelolaan dan penyajian data kepe.nduclukan 
i. rnenyiapkan dan rnelaksanakan pengelolaan dan penyajian data 

kependudukan 
J. menyiapkan dan rnelaksankan pernbinaan pengelolaan dan penyajian 

data kependudukan 
J. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengolahan 

dan Penyajian Data dan rnernberikan saran pertimbangan kcpada 
atasan sebagai bahan pcrumusan kebijakan; dan 

k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang iugasnya. 

Pasal 27 

(1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pclayanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mernpunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalarn melakukan 
penyiapan b.�h:;i1; penmc::urn.an, peru m u snri kebijakari tekriie, pcmbinaan 
dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama adrninistrasi kependudukan 
dan pelaksariaaan inovasi pelavanan adrninistrasi kependudukan. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diuraikan sebagai 
berikut : 
a. mcnyusun rencana kegiatari seksi Kerjasama dan Inova si Pelayanan 

sebagai pedoman dalam pclaksanaan tugas; 
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b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas di 
lingkungan seksi Kerjasarna dan Inovasi Pelayanan sehingga berjalan 
lancar; 

· c. meman tau, rnengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan seksi Kcrjasama da n Tnovasi Pelayanan · untuk 
mengetahui perkernbangan pclaksanuau tugas; 

d. mela.kukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pcgawai (SKP); 

e. rnenyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai 'dengan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan bahan koordinasi kerjasarna adrninistrasi 

kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 
h. menyiapkan bahan perencanaan clan perurnusan kebijakan tekrris 

kerjasama adrninistrasi kependudukan dan inovasi pelayanan 
administrasi kependudukan; 

1. menyiapkan dan melaksankan kebijakan teknis kerjasama 
adrninistrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan; 

J. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja 
sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan 
adrninistrasi kepend ud ukan; 

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Keriasama 
clan Inovaai Pclayanan dan mernberikan saran pcrtimbangan kepad.a 
atasan sebagai baha n perumusan kebijakan; dan 

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 28 

(1) Seksi Sistem Informasl Adrninietrasi Kependudukan dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok mernbantu Kepala Bidang 
dalam Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 
teknis, pernbinaan clan koordinasi serta pelaksanaa n sist.e.-m inforrnasi 
administrasi kependudukan. 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diura..ika.n sebagai 
berikut : , 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sistcm Inforrnasi Administrasi 

Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribueikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Sistern Informasi Administrasi Kependudukan 
sehingga berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengcvaluasi pelaksanaan tugas rla larn 
lingkungan Seksi Sistern lnformasi Administrasi Kependudukan 
untuk mengetahui perkembangan pelak sarraa n tugas; 

d. melakukan penilaian tcrhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawa i (SK P); 

e. menyusun ra ncangari, mengoreksi, mernaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat rapat sesuai dcngan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan bahan kooi-dinasi sistern informasi adrninistrasi 

kependucluka.n; 
h. rnenyiapkan bahan percnoanaan clan perurnusan kebijakan teknis 

sistem informasi adrninistrasi kependudukan; 
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1. menyiapkan dan rnclaksanakan sistem informasi administrasi 
kependudukan; 

j. menyiapkan dan melaksankan pembinaan sistern informasi 
administraei kependudukan; 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kcpala Seksi Sistetn 
Informasi Administrasi Kependudukan dan mernberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumu san kebijakan; 
dan 

l. melakukan tugas kcdinasan Jain yru,g diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal 29 

(.l} Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan 
oleh Bupati. 

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh 
Sekretaris Daerah atas pelirnpahan wewenang dari Bupati. 

Pasal 30 

( 1) Kepala Din as melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan 
umum yang ditetapkan oleh, · Bupati scsuai Pera tu ran Perundang 
undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Kepala Dinas mernandang perlu untuk mengadakan 
perubahan kebijaksanaan., maka hal tersebut diaju ka n kepada Bupati 
untuk rnendapatkan persetujuan. 

Pasal 31 

Dalam melaksariakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kcpala 
Sub Bagian, Kepala Seksi clan Kelompok .Jabatan Fungsional Dinas wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, · integrasi dan sinkronisasi baik dalarn 
lingkup masing-masing maupun antar satuan Kerja Perangkat Daerah serta 
dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 

' . masmg-rnasing. 

Pasal 32 
,• 

(1) Kepala Dinas wajib rnengawasi Sekretaris dan setiap Kepala Bidang 
dalam melaksanakan tugas <lan fungsinya masing-masing, dan bila 
terjadi penyimpangan dapat mcngambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan pcraturan. 

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang wajib mengawasi pelaksuriaan tugas 
setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masmg-rnaeing, dan bila 
terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peratnran , 



(3) Setiap Kepala Sub Bagian '.. dan Kepala Seksi wajib mengawasi 
pelaksanaan tugas setiap Staf masing-masing, dan bila terjadi 
penyimpangan dapat mengarnbil Iangkah-Iangkah yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan. 

Pasal 33 

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab rnemimpin dan mengoordinasikan 
Sekretaris, setiap Kepala Bidang clan mernberi birnbingan serta petunjuk 
dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang. 

(2) Sekretari.s, para Kepala Bidang bertanggung jawab mcrnirnpin, 
mengoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan 
mcmberikan bimbingan serta :pctunjuk dalam pelaksanaan tugasnya 
masing-rnasing. 

(3) Setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bcrtanggung jawab memimpin, 
mcngoordinasikan setiap Staf masing-masing dan memberikan 
birnbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. 

Pasal 34 

(l] Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekre taris 
Daerah dan berkewajiban menyarnpaikan laporan secara bcrkala repat 
waktu. 

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
dan berkewajiban rnenyampaikan laporan secara berkala tepat wa�tu. 

(3) Setiap Kepala Sub Bagian bcrtanggung jawab kepada Sckretaris dan 
setiap Kepala Seksi berianggung jawab kepada Kepala Bidang masing 
masing, baik Kepala Sub Bagian rnaupun Kepala Seksi berkewajiban 
menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu. 

'' " . 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 35 

Rincian tugas dan atau hal lain yang belum cuku p diatur dalarn Peraturan 
Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, setelah terlebih 
dahulu mcndapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah, 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 

Dengan berlakunya Perat urari Bupati ini, maka : 
a. Peraturan Bupati Sidcnreng .Rappang Nornor 14 Tahun 2008 tenta:ng 

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transrnigrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
Tahun 2008 Nomor 14); 



b. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Togas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kepcndudukan 
dan Cata tan Sipil (Her ita Daerah Kabupaten Sidenreng Rap pang Ta h un 
2008 Nomor 116); · 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 

Pasal 37 

Peraturan Bupat.i ini mulai berlaku' pada tanggal diundangkan. 
I 

Aga setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sideneng 
Rappan.g. 

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal, 30 Jieaember 2016 -,,,....... 

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal, JO. Desember 2016 

,,,=,� iobaD"l'ARJS DAERAH 
��P1rl��PENRENG RAPPANG 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 
TAHUN 44 
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